
66 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang dipaparkan diatas, maka penulis dapat 

menarik kesimpulan dari pembahasan ini sebagai berikut: 

1. Para ulama fiqh sepakat bahwa anak berhak untuk mendapatkan nafkah 

dari ayahnya, Ukuran ma’ruf sendiri menurut syara‟ sesuai kebutuhan 

pokok yaitu memberi pakaian sesuai dengan yang dia pakai, dan 

memberikan makanan sesuai dengan yang mereka makan. Menurut 

sebagian besar Ulama Hanafi, Maliki, dan Hanbali nafkah pemeliharaan 

anak diukur berdasarkan kebutuhan anak, seperti biaya tempat tinggal, 

pakaian, makanan, dan pendidikannya, sedangkan Syafi‟I nafkah anak 

ditentukan berdasarkan kelapangan dan kesempitan ayah.  

2. Pemberian nafkah anak  menurut  Imam Hanafi  dan Malik sejak lahir 

dan menjadi gugur  ketika  anak  telah dewasa, namun bagi anak 

perempuan sampai dia menikah dan benar-benar dicampuri oleh suaminya, 

menurut Imam Syafi'i mengatakan tidak ada batasan waktu khusus untuk 

mengasuh anak, karena ketika anak masih kecil, sedangkan menurut Imam 

Hambali mengatakan untuk membesarkan anak laki-laki dan perempuan, 

batas waktunya adalah tujuh tahun. 
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3. Secara umum di Pengadilan Agama Panyabungan batasan usia terhadap 

nafkah anak yang wajib di tanggung oleh ayahnya adalah sekurang-

kurangnya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun). Tidak ada batas 

minimal dan maksimal besaran nafkah ayah kepada anak pasca perceraian, 

tetapi hakim menentukan nafkah berdasarkan kemampuan dan kepatutan 

suami dan memperhatikan kepentingan atau kelayakan terhadap anak. 

Besar kecilnya nafkah yang ditetapkan hakim akan mengalami 

peningkatan 10% setiap tahunnya. Tidak ada juga pembagian jumlah 

nafkah anak dilihat berdasarkan usia, melainkan hakim memutuskan 

nafkah anak itu disamaratakan dan digabungkan semua jumlahnya 

terhadap semua anak. 

 Jika ayah lari dari tanggung jawabnya dan tidak memberi nafkah setelah 

putusan inkrah, maka istri berhak untuk melakukan jalur upaya hukum 

dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan agar anak mendapatkan 

hak-hak yang semestinya. Adapun tahapannya dengan mengajukan 

permohonan eksekusi di Pengadilan Agama. 

B. Saran 

 Penulis berharap penelitian ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan 

semua orang yang membacanya. Penulis berharap pada bagian akhir: 

1. Kepada hakim Pengadilan Agama Panyabungan dalam pemeriksaan dan 

mengadili perkara tersebut. Dalam kasus perceraian terkhusus mengenai 

nafkah anak agar diutamakan mengenai nafkah anak pasca perceraian, 

hakim harus melakukan yang terbaik untuk membantu kedua belah pihak 
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untuk menghindari perceraian, jika para pihak tidak dapat didamaikan, 

majelis hakim Pengadilan Agama Panyabungan diharapkan untuk 

mempertimbangkan hak-hak nafkah anak dan membuat keputusan yang 

seadil-adilnya terhadap kedua belah pihak.  

2. Kepada pemerintah Republik Indonesia harus membuat Undang-Undang 

dan peraturan yang mewajibkan negara untuk membayar semua biaya 

eksekusi, sehingga isteri dapat menuntut hak nafkah anaknya setelah 

perceraian tanpa membayar biaya eksekusi yang besar jika suami 

melalaikan keputusan hakim. 
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